
a. bahwa Rurnah Sak it Umum Daerah 
Rantauprapat merupakan salah satu 
pemberi pelayanan ke schatan (PPK) 
Janjutan bagi peserta Asuransi 
Kesehatan Sosial PT. Askes (Persero) di 
Kabupaten Labuhanbatu; 

b. bahwa untuk mengirnplementasikan 
Peraturan Me nteri Kesehatan Nornor 
416/MENKES/PER/ ll/2011 tentang 
Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta 
PT. Askes (Persero), pengelolaan dan 
penerimaan dana klaim kesehatan 
pasien peserta Asuransi Kesehatan 
Sosial PT.Askes (Persero) di Rumah Sakit 
Umurn Daerah Rantauprapat 
dilaksanakan se suai ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah 
Rantauprapat belum berstatus Badan 
Layanan Urnurn Daerah (BLUO), maka 
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Mengingat 

pengelolaan atas penerirnaan dana klairn 
pelayanan kese hatan pasien peserta 
Asuransi Kesehatan Sosial PT. Askes 
(Persero) di Rumah Sakit Umum Daerah 
Rantauprapat dilaksanakan 
berdasarkan mekanisme kerja sama; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedornan 
Pengelolaan Dana Klaim Asurarrsi 
Kesehatan Sosial di Rumah Sakit Umum 
Daerah Rantauprapat; 

l. Undang-Undang Nomor 7 Drl 1956 
tentang Pemberitukan Daerah Otonom 
Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lernbar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 . .Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
ten tang Perbendaharaan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indoneisa 
Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Perneriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktek Kedokteran (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 116, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 
ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran · Negara 
Republik Indonesia Nornor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637); 

8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 
tentang Sistcm Jaminan Sosial Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor l SO, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

10. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 
tentang Rumah Sakit (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lernbaran Negara. 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Perigelolaan Keuangan 
Daerah (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4578); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pernerintahan Antara Pe meri n tah , 
Pemerintah Daerah Provin si dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kora 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
53 Tab un 2011 tentang Pernbentukan 
Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
416/MENKES/ PER/II/2011 tentang 
Tar if Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta 
PT. Askes (Per sero); 

17. Peraturan Daerah I<abupaten 
Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata · Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah 
Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 
2008 Nornor 34 Seri D Nomor 5); 
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Perjanjian Kerjasarna antara PT. Askes 
(Persero) Kantor Cabang Tanjurigbalai 
dengan RSUD Rantauprapat tentang 
Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan 
(RJTL) clan Rawat Inap Tingkat Lanjutan 
(RITL) bagi Peserta .PT. Askes (Persero) 
dan Anggota Keluarga yang Ditanggung 
Nomor 93/PKS/ 1211, Nornor 
445/2048/RSUD/2012 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN DANA KLAIM ASURANSI 
KESEHATAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT 
KABUPATEN LABUHANBATU 

18. Peraturan Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Nomor 36 Tahuri 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 
Tahun 2008 Seri D Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Ka bu paten 
Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 
36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 
32 Tahun 2011 Seri D Nomor 32); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu. 
4. Sekretaris Dae rah adalah Sckretaris Daerah Ka bu paten 

Labuhanbatu. 
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat 

RSUD adalah RSUD Rantauprapat Kabupaten 
Labuhanbatu. 

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Urnum Daerah 
Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah {APBO) adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten 
Labuhanbatu. 

8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah 
yang ditentukan olch Bupati untuk menarnpung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 

9. PT. Asuransi Ke sehatan (Persero) yang selanjutnya 
disebut PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang 
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 
pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiun, 
veteran, perintis kernerdekaan, bescrta anggota 
keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap 
(PIT). 

10. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, 
penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, 
beserta anggota keluarganya, serta dokter dan bidan 
Pegawai Tidak Tetap (PTT}. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

7 



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk 
mernberikan pedoman dan batasan-batasan yang jelas 
tentang pengelolaan atas dana klairn Asuransi Kesehatan 
Sosial yang bersumber dari pelayanan kesehatan terhadap 
Pasien Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarga yang 
ditanggung di RSUD. 

11. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut 
PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
memberikan pelayanan kesehatan yang memberikan 
pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero} dan 
anggota keluarganya. 

12. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan clan 
memperoleh pelayanan kesehatan. 

13. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta 
dan/atau anggota keluarganya yang dibayarkan oleh PT. 
Askes (Persero) kepada pemberi palayanan kesehatan. 

14, Tim Pengendali dan Pengelola Program Askes Sosial 
adalah Tim yang melaksanakan pengendalian clan 
pengelolaan Program Askes Sosial di Rumah Sakit Umum 
Daerah Rantauprapat. 

15. Jasa sarana adalah biaya penggunaan sarana dan 
Iasilitas Rumah Sakit. 

16. Jasa pelayanan adalah biaya untuk pemberi pelayanan 
dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, 
konsultasi, uisite, rehabilitasi medis, laboratoriurn paket 
Il A, pelayanan rnedis lainnya, serta untuk pelaksanaan 
administrasi pelayanan. 
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Besaran tarif pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta 
PT. Askes (Perseroj dan anggota keluarga yang ditanggung 
mengacu kepada Perjanjian Kerjasarna antara PT. Askes 
(Persero} Cabang Tanjung Balai dengan Rurnah Sakit Umum 
Daerah Rantauprapat tentang Pelayanan Kesehatan Rawat 

BAB IV 
BESARAN TARlF PELAYANAN 

Pasal 5 

(1) Pelayanan kcsehatan asuransi kesehatan sosial di RSVD 
diberikan kepada Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota 
keluarga yang ditanggung di Kabupaten Labuhanbatu. 

2) Sumber dana yang diperoleh untuk pelaksanaan program 
asuransi kesehatan sosial bersumber dari tagihan klaim 
kepada PT. Askes (Persero) setelah pasien peserta PT. 
Askes (Persero) dan anggota keluarga yang ditanggung 
diberikan pelayanan kesehatan di RSUD. 

BAB III 
SUMBER DAN ALOKASI DANA 

Pasal 4 

Pasal 3 
Tujuan ditetapkannya Peraturan iru adalah untuk 
mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan dana klaim 
asuransi kesehatan sosial yang bersumber dari pelayanan 
kesehatan terhadap pasien peserta PT. Askes (Persero) dan 
anggota keJuarga yang ditanggung di RSUD dengan baik dan 
· ienar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang 
rndangan yang berlaku. 
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(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (]) 
dikelompokkan ke dalam jenis lain-lain pendapatan daerah 

( 1) Dana Klaim Asuransi Kesehatan Sosial rnerupakan 
pendapatan daerah dan jasa sarana wajib disetorkan ke 
kas daerah. 

Pasal 8 

BAB VI 
PENGELOLAAN DANA 

Pasal 7 

(1) Dana klaim askes sosial dibayarkan oleh PT. Askes 
(Persero) setelah RSUD melakukan pelayanan kesehatan 
terhadap pasien peserta PT. Askes (Persero) dan anggota 
keluarga yang ditanggung. 

(2) Pernbayaran dana klairn sebagairnana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan dengan cara ditransfer ke Rekening RSUD 
Rantauprapat. 

Agar pcnyelenggaraan program asuransi kesehatan sosial di 
RSUD berjalan dengan baik dan bcnar maka dibcntuk Tim 
Pengendali dan Pengelola Program Asuransi Kesehatan Sosial 
dengan Keputusan Direktur. 

BABV 
PENGORGANISASIAN 

Pasal 6 

Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat lnap Tingkat 
Lanjutan (RiTL) bagi Peserta PT. Askes (Persero] dan Anggota 
Keluarga yang Ditanggung Nomor 93/PKS/1211, Nomor 
445/2048/ RSUD/2012. 
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(1) Dana klaim asuransi kesehatan sosial hanya dapat 
dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Pcrsero) dan anggota 
keluarga yang ditanggung. 

{2) Dana klairn asuransi kesehatan sosial dapat dimanfaatkan 
secara langsung urituk: 
a. Jasa medis/jasa pelayanan sebesar 4~% (empat puluh 

ernpat persen); 
h. Obat dan Bahan Habis Pakai (OBHP) sebe sar 40% 

(empat puluh persen}; 
c. Jasa sarana dan prasarana sebesar 10% (sepuluh 

persen]: 
d. Biaya administrasi sebesar 6% (cnam persen); 

(3) Dana klairn asuransi kesehatan sosial yang disetorkan ke 
kas daerah rnerupakan jasa sarana dan prasarana sebesar 
10% (sepuluh persen). 

BAB VII 
PEMANFAATAN DANA 

Pasal 9 

yang sah dengan kode rekening 1.02.02.4.1.2.01.01 
beserta uraian retribusi pelayanan kesehatan. 

(3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J 
dapat dimanfaatkan langsung oleh RSUD sesuai jasa 
pelayanan yang diberikan. 
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Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk pelayanan 
kesehatan terhadap pasien peserta program Askes Sosial 
lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Direktur. 

BABX 
KETENTUAN LAIN~LAIN 

Pasal 12 

(3) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dana kiaim 
asuransi kesehatan sosial dilakukan cleh Sadan 
Perncriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 

( 1) Pengawasan intern terhadap pengelolaan dana kl aim 
asuransi kcsehatan sosial dilakukan olch Bupati. 

(2) Pelaksanaan perigawasan intern sebagairnana dirnaksud 
pad a ayat ( 1) dilimpahkan kepada In spektora t Kabupatcn 
Labuhanbatu. 

BAB IX 
PENGAWASAN 

Pasal 11 

Pcrtanggungjawaban atas pengelolaun dana klaim asuransi 
keschatan sosial di RSUD dilaporkan dalarn lupora n 
keuangan penerimaan RSUD. 

BAB VIII 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 10 
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HARAHAP 
INGKAT I 

.__.a..;:~rwPlO 199703 1 001 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUP 1'EN LABUHANBA TU, 

Nomor 28 Tahun 2012 
Tanggal 5 Desember 2012 

Diundangkan dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu 

T):GOR PANUSUNAN SIREGAR 

dto 

Ditctapkan di Rantauprapat 
pada tanggai 5 De sernber 2012 

BUPATILABUHANBATU, 

Agar setiap . orang rnengetahuinya, rnernerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dcngan penempatannya dalam 
Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

Hal-ha! yang bclurn diatur dalarn Pcraturan mi, sepanjang 
mengeriai te knis pelak sanaannya akan d ia tur lebih lanjut 
dengan Ke putu san Bupati. 

Peraturan ini mulai berlaku scjak bulan .Januari 2012. 

BAB XI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 13 


